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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN  2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN 

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa pelaksanaan prosedur administratif penyusunan 

daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur  dan  Wakil 

Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta Walikota  

dan Wakil Walikota, perlu diawasi agar hak warga negara 

untuk memilih tidak terhalangi dan guna melindungi, 

menjamin serta memenuhi  hak  konstitusional  warga  

negara  untuk menggunakan hak pilihnya secara 

bertanggung jawab;  

  b. bahwa pengaturan mengenai hak memilih dan 

penyusunan daftar pemilih dalam Undang-Undang 

Nomor  1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagai payung 

hukum perlu untuk menyusun kerangka dan 

memberikan arah, landasan, dan kepastian  hukum  

kepada  pengawas  pemilihan  umum dalam 

melaksanakan pengawasan agar dapat menjamin 

terselenggaranya dan terbentuknya daftar pemilih yang 

akurat, transparan, dan akuntabel dalam Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan 

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
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Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan 

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 775);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN 

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA 

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan 

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan 

Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 775 ), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 6, angka 23, angka 

24, angka 26, dan angka 27 Pasal 1 dihapus, diantara 

angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) 
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yakni angka 21A, angka 21B, angka 21C, dan angka 21D  

dan angka 22 dan angka 25 Pasal 1 diubah  sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini 

yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara 

langsung dan demokratis. 

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, 

selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan 

Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah atau Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang 

diselenggarakan paling akhir. 

3. Dihapus. 

4. Dihapus. 

5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling 

rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah 

kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 

6. Dihapus. 

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya 

disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam 

undang- undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan 

tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan 

Pemilihan. 
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8. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan 

tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur. 

9. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang 

selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- 

undang yang mengatur mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas dan 

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan 

Pemilihan. 

11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh 

KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan 

Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 

12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh 

KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan 

Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan 

lain/Kelurahan. 

13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang 

dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan 

pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 
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